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ABSTRAK

(1) Nama : Rizki Amanda; NIM: 217222049
(2) Judul Tesis : Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Pejabat Pembuat

Akta Tanah Dalam Pengajuan Permohonan Peralihan Hak
(Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 175 K/Pdt/2021)

(3) Halaman : vi + 154 + Daftar Pustaka + Lampiran; 2024
(4) Kata Kunci : Perlindungan Hukum
(5) Isi :

Karyawan PPAT memiliki peranan yang begitu penting termasuk juga pemberian
pelayanan jasa, seperti permohonan peralihan hak ke Badan Pertanahan Nasional
Kota Jayapura yang dilakukan oleh Ikhsan yang mewakili urusan Puspo Adi
Cahyono, S.H., M.Kn. selaku PPAT. Ikhsan menjadi Pihak Tergugat karena
gugatan yang diajukan oleh Martinus Semuel Darinya selaku klien, hal tersebut
dikarenakan pernyataan yang diberikan kepada klien berubah-ubah sehingga tidak
ada transparansi informasi terkait permohonan peralihan hak ke Badan Pertanahan
Nasional Kota Jayapura, dan perbuatan yang dilakukan oleh Ikhsan merupakan
perintah dari Puspo Adi Cahyono, S.H., M.Kn. selaku PPAT, Yang menjadi
rumusan masalah adalah Bagaimana Perlindungan hukum yang diberikan kepada
karyawan PPAT berdasarkan putusan Kasasi Nomor 175 K/Pdt/2021 dan Mengapa
Karyawan PPAT harus diberikan perlindungan hukum terkait keterangan yang
diberikan kepada klien tidak jelas berdasarkan putusan Kasasi Nomor 175
K/Pdt/2021. Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui segala perlindungan hukum
yang diberikan kepada karyawan PPAT berdasarkan putusan Kasasi Nomor 175
K/Pdt/2021 dan Untuk Mengetahui pentingnya perlindungan hukum yang diberikan
seorang PPAT terhadap Karyawan PPAT berdasarkan putusan Kasasi Nomor 175
K/Pdt/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.
Adapun kesimpulan penulis adalah dalam pemberian layanan jasa terkhusus
peralihan hak sertifikat yang dilakukan karyawan PPAT harus memastikan
Langkah-langkah yang aman bagi karyawannya agar suatu hari kelak tidak terkena
masalah, dan seandainya sudah terdapat masalah karena pelayanan yang dilakukan
oleh karyawan atas perintah dari PPAT, maka PPAT harus melindungi
karyawannya sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Berdasarkan pada putusan Kasasi nomor 175 K/Pdt/2021, PPAT sudah
bertanggungjawab untuk melindungi karyawannya sampai pada akhirnya tidak
terkena masalah hukum serta dibuktikan dengan mendampingi karyawannya di
persidangan dengan membuat poin-poin eksepsi yang lebih dulu membahas tentang
karyawannya yang mana merupakan suatu kekeliruan jika karyawannya di Tarik
sebagai pihak tergugat.

Kata Kunci: PPAT, Karyawan, Perlindungan Hukum



ABSTRACT

(1) Name : Rizki Amanda; NIM: 217222049
(2) Thesis Title : Legal Protection for Employees of Land Deed Officials

When Submitting Applications for Transfer of Rights (Case
Study of Cassation Decision Number 175 K/Pdt/2021)

(3) Page : vi + 154 + Daftar Pustaka + Lampiran; 2024
(4) Keywords : Perlindungan Hukum
(5) content :

PPAT employee have a very important role, including providing services, such as
the request for transfer of rights to the Jayapura City National Land Agency which
was carried out by Ikhsan who represented Puspo Adi Cahyono, S.H., M.Kn. as
PPAT. Ikhsan became the Defendant because of a lawsuit filed by Martinus Semuel
Darinya as a client, this was because the statements given to the client changed so
that there was no transparency of information regarding the request for transfer of
rights to the Jayapura City National Land Agency, and the actions carried out by
Ikhsan were an order. from Puspo Adi Cahyono, S.H., M.Kn. as PPAT, the
formulation of the problem is how the legal protection given to PPAT employees is
based on Cassation decision Number 175 K/Pdt/2021 and why PPAT employees
must be given legal protection regarding unclear information given to clients based
on Cassation decision Number 175 K/Pdt /2021. The aim of this research is to find
out all the legal protection given to PPAT employees based on Cassation decision
Number 175 K/Pdt/2021 and to find out the importance of the legal protection given
by PPAT to PPAT employees based on Cassation decision Number 175 K/Pdt/2021.
The research method used is a qualitative research method. The author's conclusion
is that in providing services, especially the transfer of certificate rights, carried out
by PPAT employees, they must ensure safe steps for their employees so that one day
they will not experience problems, and if there are problems due to services carried
out by employees on orders from PPAT, then PPAT must protect its employees in
accordance with the provisions of Article 1367 of the Civil Code. Based on the
Cassation decision number 175 K/Pdt/2021, PPAT is responsible for protecting its
employees so that in the end they do not face legal problems and this is proven by
accompanying their employees in court by making points of exception that first
discuss their employees, which is a mistake if its employees were withdrawn as
defendants.

Keywords: PPAT, Employee, Legal Protection
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